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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 005/PL.03.1-
Kpt/3209/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KABUPATEN CIREBON KEPADA KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN.

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemutakhiran data dan daftar
pemith Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, perlu untuk melakukan
pengangkatan PPDP Se-Kabupaten Cirebon;

Bahwa untuk pengangkatan PPDP tersebut dilakuakn pengangkatan sumpah
pelantikan oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon yang akan didelegasikan
kepada Ketua PPK;

Bahwa pendelegasian wewenang pengangkatan sumpah pelantikan tersebut
perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5234); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5587) yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5679); UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Rl Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rl Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPUP Nomor 01 Tahun 2010;
PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun
2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakiran Data dan Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah
dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017; PKPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelengaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.



Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 005/PL.03.1-
Kpt/3209/KPU-Kab/I/2018 diatur tentang :

Menetapkan mendelegasikan wewenang Ketua KPU Kabupaten Cirebon
kepada Ketua PPK untuk melakukan pengangkatan PPDP di wilayahnya
masing-masing.

CATATAN - Keputusan KPU Kaj/(iirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal

15 Januari 2018. T



